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ABSTRAK :  - Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang 

Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pem berian Hak 

Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data 

Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, 

pemberian izin hak akses data kependudukan kepada 

petugas pada instansi pelaksana dan lembaga pengguna 

tingkat kabupaten/kota didelegasikan kepada 

Bupati/Walikota.  

  Guna kelancaran pelaksanaan pemberian hak akses data 

kependudukan kepada lembaga pengguna, perlu ditetapkan 

Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian hak akses 

serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data 

kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik kepada 

lembaga pengguna. 

                      -  Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 

1950; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 

23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 37 Tahun 

2007; PerPres No. 26 Tahun 2009; PermenDagri No.61 Tahun 

2015; PerDa Kabupaten Pemalang No. 8 Tahun 2011; PerDa 

Kabupaten pemalang 13 Tahun 2016; PerBup  Pemalang  54 

Tahun 2015 

 -  Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pemberian 

hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, 

data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik 

kepada lembaga pengguna yang meliputi peristilahan terkait, 



maksud dan tujuan, lingkup pemanfaatan, cakupan 

pelayanan, tata cara pemanfaatan data, izin pemanfaatan 

data, perjanjian kerjasama, tata cara pemberian hak akses, 

pembentukan tim teknis, pemegang hak akses, pelaksanaan 

hak akses, larangan bagi lembaga pengguna, jangka waktu 

hak akses, pengendalian, pengawasan dan evaluasi, serta 

fasilitasi hak akses Desa dan Kelurahan. 

CATATAN :  -  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan yaitu  1 November 2019 

 -  Terdiri atas 27 pasal, Lampiran I, dan Lampiran II 


